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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 28 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KENDAL, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, 

perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang 
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

SALINAN 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6867); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 
15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227); 

14. Peraturan  Daerah Kabupaten  Kendal  Nomor 4 Tahun  2024 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 242); 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 
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Pasal 1 
 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.  

2. Bupati adalah Bupati Kendal.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. 
 

Pasal 2 
 

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar 
Rp2.554.502.569.720,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat 

miliar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu 
tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar 

Rp194.964.376.145,00 (seratus sembilan puluh empat miliar 
sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam 

ribu seratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi 
Rp2.749.466.945.865,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh 
sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus 

empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) 
dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah 

1. semula                          Rp2.505.847.594.179,00 

2. bertambah/(berkurang)    Rp105.489.969.209,00 

  Jumlah pendapatan daerah  

 setelah perubahan                            Rp2.611.337.563.388,00 

b. Belanja Daerah 

1. semula  Rp2.554.502.569.720,00 

2. bertambah/(berkurang)  Rp194.964.376.145,00 

  Jumlah belanja daerah  

 setelah perubahan                             Rp2.749.466.945.865,00 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Pembiayaan 

a) Semula  Rp48.654.975.541,00 

b) Bertambah/(berkurang)       Rp89.474.406.936,00 

  Jumlah penerimaan pembiayaan  

   setelah perubahan                  Rp138.129.382.477,00 
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2. Pengeluaran pembiayaan 

a) Semula           Rp0,00 

b) Bertambah/(berkurang)  Rp0,00 

   Jumlah pengeluaran pembiayaan  

  setelah perubahan               Rp0,00 
 

  Jumlah pembiayaan netto  

 setelah perubahan                              Rp138.129.382.477,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran  

 setelah perubahan         Rp0,00 
 

Pasal 3 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari : 

a. Lampiran I    :  Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 

diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II   : Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan  Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian  Objek, dan Sub 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

c. Lampiran III   :  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV :   Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V   : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum 
dan bersifat Khusus; 

f. Lampiran VI  : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil; 

g. Lampiran VII :   Rincian Dana Otonomi Khusus menurut  

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,     
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII :   Rincian Dana Bagi  Has i l -Sumber Daya 
A lam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak 
Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan  

DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,  
Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

i. Lampiran IX   : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten 
pada Daerah Perbatasan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD dengan 

Program Prioritas Perbatasan Negara; 
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j. Lampiran X   : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati 
Penjabaran Perubahan APBD yang Disajikan 

Berdasarkan Sumber Dana; 

k. Lampiran XI   : Daftar Alokasi Perubahan Anggaran Dana 

Kapitasi per Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP); 

l. Lampiran XII  : Daftar Alokasi Perubahan Anggaran Dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 
Sekolah; 

m. Lampiran XIII  : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah 
Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja 

Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), 
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 
dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kendal. 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 20 September 2024 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

DICO M GANINDUTO     
 

 
Diundangkan di Kendal           

pada tanggal 20 September 2024  

SEKRETARIS DAERAH   
KABUPATEN KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

SUGIONO 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 29 
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Salinan sesuai deng 


